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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

  Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi 

dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. 

Keterbukaan informasi merupakan salah satunya ujung tombak dalam pencegahan dan 

pemberantasan korupsi. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan 

dengan adanya keterbukaan informasi publik menjadikan salah satu ciri penting negara 

demokratis  yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan 

penyelenggaraan negara yang baik yang pada akhirnya nanti mampu menciptakan 

partisipasi luas dari masyarakat  dalam mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas.  

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirik, 

dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan 

penyelenggaraan badan publik lainnya. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 30 April 2010 merupakan momentum 

penting dalam mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia, karena Undang-

Undang ini telah memberikan landasan hukum (Legal Standing) terhadap hak setiap orang 

untuk memperoleh informasi publik dimana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban 

dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, 

biaya ringan dan cara sederhana. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, maka setiap Badan Publik berkewajiban untuk membuka akses bagi 

setiap pemohon informasi publik guna mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa 

informasi tertentu. Keterbukaan Informasi Publik ini bertujuan untuk : (1) Menjamin hak 

warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan 

publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu 

keputusan publik;  
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(2) Medorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, 

meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan 

pengelolaan Badan Publik yang baik; mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, 

yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 

(3) Mengetahui alasan kebijakan publik yang memenuhi hajat hidup orang banyak; 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan  mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) 

Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk 

menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. 

Operasionalisasi Pasal 28F Amandemen IV UUD NKRI 1945, yaitu Setiap 

orang berhak, untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan 

pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, 

menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi  dengan menggunakan segala jenis 

saluran yang tersedia. 

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu sendiri dijabarkan 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ditambah lagi dengan 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik dan 

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 

2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimana salah  satu  tugas 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi 

publik bagi pemohon informasi. 

Terkait dengan implementasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan : (1) Peraturan 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi 

Publik; (2) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang 

Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah; (3)  Surat Keputusan Gubernur 

Kalimantan Tengah Nomor 188.44/322/2011 tentang Penetapan Anggota Komisi 

Informasi Provinsi Kalimantan Tengah; dan (4) Surat Keputusan Gubernur Kalimantan 

Tengah Nomor 188.44/1099/2013 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah. 
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Selanjutnya, berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 

480/683/HMSP Tanggal 17 November 2014 Perihal Kelembagaan PPID di SKPD Provinsi 

Kalimantan Tengah, maka Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Kalimantan Tengah dalam rangka pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada 

publik yang sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk tahun 2023 sesuai dengan Surat 

Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 

800/064/Bit.I/Diskominfo Tanggal 16 Januari 2023 Tentang Pembentukan Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Tengah. 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

 

 Penyusunan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah 

dimaksudkan sebagai sumber informasi tentang pelaksanaan layanan informasi dan 

dokumentasi kepada publik yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Sedangkan Tujuannya adalah : 

1. Memberikan informasi tentang PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral Provinsi Kalimantan Tengah; 

2. Memberikan informasi tentang kegiatan layanan publik pada Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah; 

3. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagai PPID Pelaksana dan bahan 

pengambilan keputusan atau tindaklanjut. 

 

C. LANDASAN HUKUM 

 

 Landasan hukum penyusunan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 

KIP); 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008; 

4. Peraturan Presiden Nomor 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal; 

5. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik; 

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian 

Sengketa Informasi Publik; 

7. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informastika Republik Indonesia Nomor 117 

Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi; 

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; 

9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Bab XXI 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah; 

10. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/1099/2013 Tanggal 

23 Desember 2013 tentang Pembentukan Organisasi, Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; 

11. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 480/683/HMSP 

Tanggal 17 November 2014 Perihal Kelembagaan PPID di SKPD Provinsi 

Kalimantan Tengah; 

12. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 

800/064/Bit.I/Diskominfo Tanggal 16 Januari 2023 Tentang Pembentukan Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Tengah. 

 

D. SISTEMATIKA LAPORAN 

 Adapun sistematika  penulisan Laporan ini adalah sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Maksud dan Tujuan 

C. Landasan Hukum 
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D. Sistematika Laporan 

 BAB II. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI PUBLIK 

A. Struktur Organisasi PPID Pelaksana 

B. Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana 

C. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik 

D. Jadwal Pelayanan Informasi Publik 

BAB III. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI PUBLIK 

A.  Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang 

dimiliki beserta kondisinya 

B.  Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi beserta kualifikasinya 

C.  Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik serta Laporan 

Penggunaannya 

BAB IV. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK 

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik. 

B. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi 

publik dengan klasifikasi tertentu. 

C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau 

seluruhnya. 

D. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya. 

 

BAB V. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK 

A.  Jumlah Keberatan yang diterima 

B. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya 

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa  ke Komisi Informasi 

D. Hasil Mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi. 
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BAB VI. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN 

LAYANAN INFORMASI DAN  DOKUMENTASI PUBLIK 

BAB VII. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK 

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN  INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM  

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK 
 

A. STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA  

 

  Struktur PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Kalimantan Tengah untuk tahun anggaran 2023 ini ditetapkan berdasarkan Surat 

Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 

800/064/Bit.I/Diskominfo Tanggal 16 Januari 2023 Tentang Pembentukan Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Tengah sebagai berikut : 

1. Pengarah : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan 

Tengah. 

2. Tim Pertimbangan : 

- Kabid Energi dan Ketenagalistrikan 

- Kabid Geologi dan Air Tanah 

- Kabid Mineral dan Batubara 

- Kabid Pengawasan Minerba, Energi dan Air Tanah. 

3. PPID Pelaksana  

-  Ketua : Sekretaris Dinas 

-  Sekretaris : Sub Koordinator Penyusunan Program/JFT Perencana 

4. Bidang-Bidang Pendukung : 

a. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 

b. Bidang Pelayanan Informasi 

c. Bidang Dokumentasi dan Arsip 

 (SK Terlampir) 

B. TUGAS DAN FUNGSI PPID PELAKSANA 

Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:  
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800/064/Bit.I/Diskominfo Tanggal 16 Januari 2023 Tentang Pembentukan Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Tengah, maka tugas PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut : 

1. Tugas Pengarah PPID Pelaksana 

  Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai 

atasan PPID Pelaksana bertugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, 

merencanakan serta menetapkan jenis informasi, SOP, Standar Pelayanan Publik (SPP) 

dan pengembangan semua kegiatan, serta menandatangani Surat Jawaban Pemohon 

Informasi dan Surat Jawaban Keberatan oleh Pemohon Informasi pada PPID Pelaksana 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah serta 

bertanggungjawab kepada atasan PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Tengah. 

2. Tugas Tim Pertimbangan PPID Pelaksana 

Tim Pertimbangan Pelaksana mempunyai tugas : 

a. Memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan kepada atasan 

PPID  dan kepada PPID Pelaksana di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral Provinsi Kalimantan Tengah. 

b. Memberikan perimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan 

layanan informasi publik di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Kalimantan Tengah. 

3. Tugas PPID Pelaksana : 

PPID Pelaksana mempunyai tugas : 

a. Mengeluarkan surat tanggapan sebagai surat jawaban diterima/ditolak permohonan 

informasi oleh Pemohon informasi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Kalimantan Tengah dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja + 

(ditambah) perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis 

yang ditanda tangani oleh atasan PPID Pelaksana. 

b. Jika permohonan informasi ditolak dan Pemohon informasi mengajukan keberatan 

maka PPID Pelaksana mempunyai tugas mengeluarkan surat jawaban secara tertulis 

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. 
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c. Bertanggungjawab dalam membina, mengarahkan ke bidang-bidang PPID 

Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik kepada 

Pemohon informasi. 

4. Tugas Bidang Pelayanan Informasi 

Sekretaris PPID Pelaksana mempunyai tugas : 

a. Menyiapkan surat tanggapan sebagai surat jawaban diterima/ditolak permohonan 

informasi oleh Pemohon informasi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Kalimantan Tengah dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja + 

(ditambah) perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis 

yang ditanda tangani oleh atasan PPID Pelaksana. 

b. Bersama PPID Pelaksana bertanggung jawab dalam membina, mengarahkan ke 

bidang-bidang PPID Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan pelayanan informasi 

publik kepada Pemohon infromasi. 

c. Bertanggungnjawab terhadap kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan 

PPID Pelaksana. 

5. Tugas Bidang Pelayanan Informasi 

Bidang pelayanan informasi mempunyai tugas : 

a. Menerima Pemohon informasi di meja informasi ruang kerja PPID Pelaksana pada 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah. 

b. Mencatat semua data administrasi Pemohon informasi seperti : nama, alamat, 

subjek/jenis informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang di 

inginkan. 

c. Memberikan tanda bukti seperti nomor tanda terima Pemohon informasi sebagai 

bukti bahwa Pemohon tercatat telah melakukan  permintaan informasi di PPID 

Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan 

Tengah. 

d. Memberi penjelasan pada Pemohon informasi atas maksud, tujuan dan jenis 

informasi yang diminta. 

e. Meminta pada Pemohon informasi melengkapi berkas pemohon yang belum 

lengkap. 
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6. Tugas Bidang Pengelolaan Informasi 

Bidang Pengelolaan Informasi mempunyai tugas: 

a. Mengkoordinasikan jenis informasi yang di data oleh bidang pelayanan informasi 

pada 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) Sekretariat di Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral Provinsi Kalimantan Tengah. 

b. Memproses surat jawaban Pemohon informasi yang telah diperiksa  oleh bidang 

pelayanan informasi dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja + (ditambah) 

perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis. 

c. Memproses surat tanggapan atas surat pengajuan keberatan oleh Pemohon 

informasi dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. 

f. Mempersiapkan dan membuat proses surat menyurat sebagai tanda pelayanan 

informasi lain yang menyangkut proses pelayanan informasi pada PPID Pelaksana 

pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah. 

7. Tugas Bidang Dokumentasi dan Arsip 

Bidang Dokumentasi dan Arsip mempunyai tugas mengagendakan/ 

mendokumentasikan seluruh surat menyurat, tata administrasi dan dokumentasi fhoto 

kegiatan pada pengajuan permohonan informasi pada PPID Pelaksana pada Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah. 

8. Tugas Bidang Pengaduan dan Penyelesiaan Senngketa 

Bidang  Pengaduan dan Penyelesiaan Sengketa mempunyai tugas: 

1. Mempersiapkan bahan pembahasan dan mengkoordinasikan dengan atasan PPID 

Pelaksana dan PPID Pelaksana terhadap berbagai sengketa informasi yang terkait 

dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah. 

2. Mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait/mitra kerja menyangkut pengaduan 

dan penyelesaian sengketa. 

 

C. MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 Mekanisme Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Surat Keputusan Kepala Dinas 

Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 540/33/SET Tanggal 24 

November 2014 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional  



 

Laporan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi 
 

11 
 

 

Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik pada Dinas Pertambangan dan  Energi Provinsi 

Kalimantan Tengah yang menyatakan bahwa penetapan Standar Pelayanan Publik Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan melalui 2 (dua) 

cara, yakni : 

1. Secara aktif/pengumuman, dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Informasi publik yang wajib disediakan dan umumkan adalah informasi publik 

yang disediakan dan diumumkan secara berkala maupun informasi publik yang 

disediakan secara serta merta. 

b. Informasi publik yang wajib disediakan dan umumkan dilakukan melalui papan 

pengumuman, brosur, media cetak dan website. 

2. Secara pasif/permohonan, dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Informasi publik dapat diperoleh baik secara langsung datang ke PPID Pelaksana di 

desk layanan informasi maupun secara langsung yakni melalui telepon, surat, email 

dan faksimile. 

b. Permohonan informasi publik dapat diajukan baik secara tertulis atau tidak tertulis. 

c. Permohonan yang disampaikan secara lisan atau tidak tertulis, baik datang langsung 

maupun melalui media telepon, hanya melayani informasi yang sifatnya umum dan 

dikuasai oleh petugas informasi. 

d. Permohonan yang disampaikan tidak tertulis dan materi permohonan tidak dikuasai 

oleh petugas informasi, materi permohonan tidak terdapat didalam Daftar Informasi 

Publik (DIP) dan/atau materi permohonan terdapat di dalam DIP namun perlu lebih 

lanjut untuk dilakukan uji konsekuensi, maka Petugas informasi menyampaikan 

kepada Pemohon informasi untuk membuat surat permohonan. Permohonan pihak 

pemohon hanya ditanggapi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh PPID 

Pelaksana. 

e. Persyaratan permohonan dan ketentuan-ketentuan lainnya ditetapkan sebagaimana 

tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi 

Kalimantan Tengah Nomor: 540/33/SET Tanggal 24 November 2014 perihal 

Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan 

Informasi Publik pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Kalimantan Tengah. 
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D. JADWAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

  Jadwal pelayanan informasi publik pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan pada hari kerja Senin s.d Jumat dengan 

mengacu pada Nomor: 540/33/SET Tanggal 24 November 2014 perihal Standar Pelayanan 

Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik pada 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagaimana 

tabel berikut : 

 

TABEL 1. 

JADWAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  

 

Hari Jam 

Senin s.d Kamis Buka  : 09.00 – 12.00 WIB 

Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB 

Buka  : 13.00 – 16.00 WIB 

Jumat Buka  : 09.00 – 11.00 WIB 

Istirahat : 11.00 – 13.00 WIB 

Buka  : 13.00 – 16.00 WIB 

 

 

 

E. SARANA DAN PRASARANA 

  

 Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri 

atas: 

1. Ruangan Desk Informasi Publik 

  Ruangan pelayanan informasi publik berukuran 3 x 4 meter persegi yang terdiri 

dari 1 meja panjang bentuk L dan kursi 5. Ruangan ini dilengkapi 1 komputer instrumen 

untuk transaksi pada layanan informasi berupa formulir permohonan, tanda bukti 

penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta 

formulir pengajuan keberatan dan buku tamu. Ruang tamu yang dilengkapi dengan 2 

(dua) set sopa tamu, 1 (satu) unit Laptop . 

 

2. Penyediaan Akses Informasi Publik 

  Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan 

informasi publik yang dihasilkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Kalimantan Tengah, selain dapat datang langsung, dapat melalui telepon/fax atau 
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melalui email, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website 

dengan alamat: desdm.kalteng.go.id dan http:ppid.kalteng.go.id 

 Website tersebut terdiri dari kanal beranda, badan publik, struktur, standar layanan, 

informasi publik, mekanisme, akses publik, sengketa informasi, pemohon informasi, 

simpul layanan, galeri, frequently asked questions, regulasi serta dilengkapi  audio 

video mengenai keterbukaan informasi publik. Selain itu penyediaan akses informasi 

melalui website ini bertujuan untuk berbagi informasi kepada sesama badan publik 

mengenai perkembangan dalam tata kelola PPID. 

 

3. Sumber Daya manusia 

  Pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Tengah melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Dinas Energi 

dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah. 

 

F. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INFORMASI PUBLIK 

 

  Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi pada Dinas Energi 

dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana ditetapkan dalam Surat 

Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah 

Nomor: 540/33/SET Tanggal 24 November 2014 perihal Standar Pelayanan Publik (SPP) 

dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik pada Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan sebagai berikut :  

1. Mendorong terwujudnya implementasi UU KIP secara efektif dan hak-hak publik 

terhadap informasi publik. 

2. Memberikan standar bagi PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan pelayanan informasi publik. 

3. Meningkatkan pelayanan informasi publik pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Kalimantan Tengah untuk menghasilkan layanan informasi publik yang 

berkualitas. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM  
PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN  

DOKUMENTASI PUBLIK 
 

 
 Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik melalui PPID Pelaksana pada 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 meliputi: 

Waktu Pelayanan, Data Jumlah Permohonan dan Permintaan Informasi, Data Sengketa 

Informasi Publik, Data Kesaksian untuk Proses Hukum, Anggaran Informasi Publik dan 

Kendala Pelayanan Informasi Publik, yang dapat mengajukan permohonan informasi publik 

adalah  Setiap warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik. 

 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana adalah pejabat yang 

melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada satuan perangkat daerah dengan 

Pengklasifikasian informasi terdiri dari : 

 Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang 

wajib diumukan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan 

informasi yang dikecualikan. 

 Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan 

dokumentasi yang ada dilingkungannya. 

 Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi 

yang ada dilingkungannya kepada publik. 

 Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungannya. 

 Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya. 

 Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya untuk akses 

masyarakat. 

 Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan pada PPID 

Utama. 

 Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada dilingkungan  kepada 

PPID Utama secara berkala. 
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A. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

PUBLIK YANG DIMILIKI BESERTA KONDISINYA 

  

 Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri 

atas: 

1. Ruangan Desk Informasi Publik 

   

  Ruangan pelayanan informasi publik berukuran 3 x 4 meter persegi yang 

terdiri dari 1 meja panjang bentuk L dan kursi 5. Ruangan ini dilengkapi 1 komputer 

instrumen untuk transaksi pada layanan informasi berupa formulir permohonan, 

tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan 

informasi publik serta formulir pengajuan keberatan dan buku tamu.  
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 Disamping itu, selain diruangan khusus pelayanan informasi publik Dinas Energi 

Sumber Daya mineral juga mempunyai ruangan pelayanan umum yang  luas ruangan 

berukuran 6x6 3 meter persegi yang terdiri dari ruang tamu yang dilengkapi dengan 2  (dua) 

set sopa tamu . 

Ruang Lobby / Ruang Tunggu 
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2. Penyediaan Akses Informasi Publik 

  Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan 

informasi publik yang dihasilkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Kalimantan Tengah, selain dapat datang langsung, dapat melalui 

telepon/fax atau melalui email serta website dinas, juga dilakukan dengan 

melakukan penyediaan informasi melalui website PPID Pelaksna  dengan alamat : 

http:ppid.kalteng.go.id dan web dinas desdm.kalteng.go.id. 

 Website tersebut terdiri dari kanal beranda, badan publik, struktur, standar layanan, 

informasi publik, mekanisme, akses publik, sengketa informasi, pemohon informasi, 

simpul layanan, galeri, frequently asked questions, regulasi dan lainnya. Selain itu 

penyediaan akses informasi melalui website ini bertujuan untuk berbagi informasi 

kepada sesama badan publik mengenai perkembangan dalam tata kelola PPID. 
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Waktu Pelayanan 

Dalam memberikan layanan kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu 

pemberian pelayanan Informasi Publikdilaksanakan pada hari kerja senin sampai 

dengan juma’at. 

  

 Website Dinas ESDM 
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Web PPID Pelaksana 

 

 

Multi Media Center (MMC) Dinas ESDM 
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  Facebook PPID Pelaksana Dinas ESDM 

   

 

 

Instagram PPID Pelaksana Dinas ESDM 
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Mekanisme Memperoleh Informasi Publik 

10 hari kerja , dan dapat diperpanjang 

Maksimal 7 hari kerja 

 

    

 

 

 

 

mn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI 

DAN DOKUMENTASI BESERTA KUALIFIKASINYA  

   Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat diperlukan dalam  melaksanakan 

tugas dalam pengembangan SDM dibidang teknologi informasi dan komunikasi, 

khususnya dipenggunaan aplikasi PPID sehingga terwujud aparatur pemerintah yang 

mempunyai kompetensi di bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi dengan 

Permohonan 
Informasi Publik 

PPID Pemberitahuan 

Tertulis 

Berisi: 
1.  Informasi dikuasai  

/tidak; 
2. Format Informasi 

yang tersedia; 
3. Biaya 
4. Waktu Penyediaan 

Permohonan 
dilakukan secara 
tertulis dengan: 
1. Mengisi Formulir 

permohonan 
yang telah 
disediakan  

2. Membuat Surat 
Permohonan 
Informasi Publik; 

3. Menyertakan 
Salinan Identitas 
Permohonan 
Informasi Publik 

Yang Harus 
Dilakukan: 
1. Memperjelas 

Informasi/do
kumen yang 
diminta 

2. Mencatat 
Dalam Buku 
Register 
Permohonan 
Informasi 

3. Memberi 
Tanda Bukti 
Permohonan 

Berisi: 
1. Penolakan 

Permohonan 
Informasi 

2. Pasal dari 
Undang-undang 
yang 
mengecualikan 
Informasi yang 
diminta 

Harus dipastikan 

bahwa informasi 

yang diberikan 

sesuai dengan 

informasi yang 

diminta 

PENOLAKAN 

PEMBERIAN 

INFORMASI 
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memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menghadapi era keterbukaan 

informasi publik sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan informasi kepada 

masyarakat secara cepat, murah, transparan dan akuntabel. Pelayanan informasi publik 

PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melibatkan seluruh sumber daya 

manusia yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan 

Tengah yang diharapkan akan meningkatkan layanan penyediaan informasi yang 

berkualitas serta dapat mendorong semua lembaga untuk melakukan pelayanan atas 

permintaan informasi publik secara cepat, tepat, dan utuh dan memperkuat SDM PPID.   

  

C. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK SERTA 

LAPORAN PENGGUNAANNYA 

  

  PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Kalimantan Tengah dalam memberikan layanan informasi publik untuk tahun anggaran 

2024 memiliki alokasi anggaran tersendiri berdasarkan DPA-SKPD Nomor 

:DPA/A.1/3.29.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 26 Januari 2024.  

 Dalam memberikan layanan kepada pemohon informasi tidak dipungut biaya/gratis 

(dokumen akan diberikan dalam format softcopy). 
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BAB IV 

 

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK 
 

A. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 

 

 Permohonan dan permintaan data informasi publik pada Dinas Energi dan Sumber 

daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang berlangsung selama Tahun 2023 adalah 

sebagai berikut : 

No Bulan Jumlah 

Pemberian Penolakan Proses 

1. Januari - 0 - 

2. Februari 4 0 4 

3. Maret 9 0 9 

4.. April 5 0 5 

5. Mei 9 0 9 

6. Juni 6 0 6 

7. Juli 6 0 6 

8. Agustus 4 0 4 

9. September 1 0 1 

10. Oktober 8 0 8 

11. November 5 0 5 

12. Desember 3 0 3 

 

 

B. WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMOHONAN 

INFORMASI PUBLIK DENGAN KLASIFIKASI TERTENTU 

 

  PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi 

Kalimantan Tengah memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari 

Jam 07.00-16.00 WIB Hari Senin s.d Jum’at (dengan satu jam ISHOMA), dengan waktu 

efektif setiap hari 5 (lima) jam dan dalam seminggu 25 (dua puluh lima) jam.  

Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi, namun diluar jam kerja 

tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan 

itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa 

harus secara fisik mendatangi desk informasi PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Tengah. 

 

 



 

Laporan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi 
 

24 
 

 

C. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN SEBAGIAN 

 ATAU SELURUHNYA TAHUN 2023 

 

Januari 

-- 

Pebruari 

No Tanggal/ 

No. Surat 

Nama 

Pemohon 

Alamat/ 

No 

Lengkap 

Pekerjaan Informasi yang 

di minta 

Tujuan 

Permohonan 

Informasi/ Data 

yang diberikan 

1. 16 

Pebruari 

2023 

050/164/I

V/Bappe

dalitbang 

Bappedal

itbang 

  Permintaan 

Data EBTKE 

Permintaan 

Data 

Data EBTKE 

2. 20 

Pebruari 

2023 

130/TU-

I-23/EK 

Setda   Permintaan 

Data  

Permintaan 

Data 

Data 

Sekretariat 

3. 28 

Pebruari 

2023 

924/52/I1

/Advem 

Setda   Permintaan 

Data Tepra 

Permintaan 

Data 

Data Minerba 

4. 28 

Pebruari 

2023 

064/03/a

dm.bag 

Setda 

Barut 

  Permintaan 

Data  

Permintaan 

Data 

Sekretariat 

Maret 

1. 01 Maret 

2023  

660/2u/ 

DLH-

MR.01/ 

23 

DLH 

Mura 

  Permintaan 

Data  

Permintaan 

Data 

Sekretariat 

2. 3 Maret 

2023 

87 

Ld.Ass.E

kbang 

  Permintaan 

Dokumen dan 

Informasi 

Pelaksanaan 

Pembangunan 

Strimp Esttae 

di Kabupaten 

Sukamara 

Permintaan 

Data 

Data Listrik 

3. 6 Maret 

2023  

766/277/ 

dlh 

DLH 

Barut  

  Permintaan 

Data untuk 

Penyusunan 

Dikplhd thn 

2023        

Permintaan 

Data 

Data Tambang 

 7 Maret 

2023  

Sekjen   Permohonan 

Data Capaian 

Permintaan 

Data 

Data EBTK 
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I.611/ek.

03/Sekje

n 

Bauran Energi 

daerah Thn 

2022 

4. 14 Maret 

2023  

500.6.I/0

49/EK 

 

Setda 

Kobar 

  Permintaan 

Data 

Permintaan 

Data 

Data Tambang 

5. 20 Maret 

2023 

B-

013/6200

0/VS/100

/03/23 

BPS   Permohonan 

Data 

Perusahaan 

Pertambangan 

dan Penggalian 

Permintaan 

Data 

Data Tambang 

6. 21 Maret 

2023 

Emil 

Yanie 

  Permintaan 

Data Informasi 

Publik Terkait 

Perusahaan 

Tambang 

PT.Seal di 

Kabupaten 

Katingan 

Permintaan 

Data 

Data 

Sekretarita 

Data Tambang 

7. 27 Maret 

2023 

670/134/

sda/II/23 

Setda 

Sampit 

  Permintaan 

Data Air 

Bawah Tanah 

Permintaan 

Data 

Data Geologi 

8. 29 Maret 

2023 

970/168/ 

bapenda/

23 

Bappeda 

Kotim 

  Permintaan 

Data Usaha 

Pertambangan 

Permintaan 

Data 

Data Tambang 

9. 30 Maret 

2023 

050/295/I

I/bapp 

Setda   Permintaan 

Data Sektoral 

Perda 

Permintaan 

Data 

Data 

Sekretariat 

 

April 

1. 04 April  

2023 

B.808/0.

2.10/Dek

.4/03/23 

Kajari 

Kateng 

  Permohonan Data 

IUP Tahap 

Eksplorasi dan 

Operasi Produksi 

Permintaan 

Data 

Data Tambang 

2. 

 

 

 

 

 

10 April 

2023 

S22/46/U

PT.TF.O 

dislut 

Dinas 

Kehutana

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permintaan Data 

Perizinan 

Pertambangan 

Permintaan 

Data 

 

 

 

 

Data Tambang 

3. 18 April 

2023 

270/tu 

III.23/ek 

Setda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permintaan  

Rincian Data IUP 

Komoditas 

Mineral Bukan 

Logam dan 

Batuan 

 

Permintaan 

Data 

 

 

 

 

Data 

Tambnag 
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4. 

 

28 April 

2023 

500.3/65/

IV/eksda 

Setda 

Kasonga

n 

 

 

 

 

 

 

 

Permintaan  Data  Permintaan 

Data 

 

Data Tambang 

 

5. 28 April 

2023 

100/97/I.

1/Pem.Ot

da 

Setda   Permintaan  Data 

Nama Rupabumi 

Permintaan 

Data 

 

 

 

 

Data Geologi 

Mei 

1. 03 Mei 

2023 

671/321/

sda/V/23 

Setda 

kotim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permohonan Data 

Desa Berlistrik 

dan Desa Belum 

Berlistrik 

Triwulan I Tahun 

2023 

Permintaan 

Data 

 

 

 

 

Data 

Listrik 

 

 

 

2. 09 Mei 

2023 

B/03/V/L

OE.4.1.5/

23 

Pol Airud 

Kasonga

n 

 

 

 

 

 

 

 Permohonan Data 

Izin Operasi Pasir 

di Katingan 

 

Permintaan 

Data 

 

 

Data 

Tambang 

 

3. 14 April 

2023 

672/291/

sda/IV/2

3 

Setda 

Sampit 

  Permintaan Data 

Pemanfaatan Air 

Permukaan  

Permintaan 

Data 

Data 

Geologi 

 

 

 

4. 

 

18 April 

23 

660/363/I

.3dlh 

Setda   Permintaan Data 

Inventarisasi 

Emisi Grk Thn 

2022 

Permintaan 

Data 

Data EBTKE 

 

5. S.516Kp

p.2903/2

3 

Kpp 

Pratama 

Palangka 

Raya 

  Permintaan Data 

Instansi ILAP 

Permintaan 

Data 

Data 

Tambang 

 

6. 24 Mei 

2023 

005/257/

b.n/dpmp

tsp.23 

DPMPTS

P 

  Permohonan Data 

Pelaku Usaha 

Permintaan 

Data 

Data 

Tambang 

 

 

 

5. 22 Mei 

2023 

Mp.03/14

98.62/V/

23 

Kanwil 

BPN 

  Permohonan Data Permintaan 

Data 

Data Geologi 

 

6. 29 Mei 

2023 

700/170/

sekre.I/2

3 

Setda    Permintaan Data 

Internal dalam 

SPI Tahun 2023 

Permintaan 

Data 

Data 

Seketariat 
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7. 26 Mei 

2023 

660/806/t

l/I/dlh 

Setda    Permintaan Data 

untuk Penyusunan 

dokumen lkplhd 

Permintaan 

Data 

Data 

Seketariat 

8. 26 Mei 

2023 

660/807/t

l/I/dlh 

Setda   Permintaan Data 

Dukung untuk 

Penyusunan klhs 

rpjpd than 2025-

2045 

Permintaan 

Data 

Data 

Seketariat 

9. 31 Mei 

2023 

005/1206

/III/Bape

nda/23 

Setda   Permintaan Data 

Rincian Obyek 

Sewa  

  

Juni 

1. 6 Juni 

2023 

545/386/

sda/VI/2

3 

Setda 

Sampit 

  Permintaan Data 

IUP Mineral 

Bukan Logam 

dan Batuan 

Permintaan 

Data  

Data 

Tambang 

2. 6 Juni 

2023 

800/260/I

.1/bkd 

   Permintaan Data 

Pegawai igobal 

administrator 

Permintaan 

Data  

Data 

Sekretariat 

3. 9 Juni 

2023 

540/04/V

I/eksda 

 

Setda   Permintaan Data 

dan Infromasi 

Harga Mineral 

Bukan Logam, 

Mineral Bukan 

Logam Jenis 

Tertentu dan 

Batuan. 

Permintaan 

Data  

Data 

Tambang 

4. 17 Juni 

2023 

050/526/I

V/bapp 

Bappeda   Permintaan Data 

Realisasi APBD 

Tahun 2023 

Permintaan 

Data  

Data 

Sekretariat 

5. 27 Juni 

2023 

336/tu.I.2

3/ek 

Setda   Permintaan Data 

Laporan 

Permintaan 

Data  

Data 

Seketariat 

6. 27 Juni 

2023 

050/485.

a.bid.I/ 

bappedali

tbang 

Bappedal

itban 

  Permintaan 

Naskah/Artikel 

untuk Penyusunan 

Buletin Litbang 

dan Perencanaan 

Pembangunan TA 

2023 

Permintaan 

Data  

Data 

Seketariat 

Juli 

1. 14 Juli 

2023 

04.ok/3.3

52.d.102/

2/23 

Setda   Permintaan Data / 

Dokumen untuk 

keperluan 

pemeriksaan 

pemenuhan 

Permintaan 

Data  

Data 

Tambang 



 

Laporan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi 
 

28 
 

kewajiban PNBP 

sektor 

Pertambangan 

2. 18 Juli 

2023 

Np.01/23

.62.400/

VII/23 

Kanwil 

BPN 

  Permohonan Data 

Dasar 

Penyusunan Geo 

rdtr 

Permintaan 

Data  

Data 

Geologi 

3. 23 Juli 

2023 

893.3/35

3/III.2/bp

sdm 

Setda   Permintaan Data 

Kebutuhan 

Pelatihan 

 Data 

Sekretariat 

4. 25 Juli 

2023 

B/253/VI

/res.3.3/2

3/hpidkar 

 

Bareskri

m 

  Permintaan 

Informasi dan 

Dokumen 

  

5. 25 Juli 

2023 

942/175/I

.1/23 

Setda    Permintaan Data 

Tepra 

 

 

Permintaan 

Data  

Data 

Sekretariat 

6. 27 Juli 

2023 

660.3/10

91/dlh/III

.3/VII/23 

Setda   Permintaan Data 

Aktivitas lgrk 

 Data EBTKE 

Agustus 

1. 

 

21 

Agustus 

2023 

800/585/I

I.7/bkd 

BKD   Permintaan Data 

terkait Jabatan 

Fungsional 

Analisis SDM 

Aparatur  

Permintaan 

Data  

Data 

Sekretariat 

2. 22 

Agustus 

2023 

470/1445

/dukcapil 

Dukcapil   Permintaan data 

untuk Pencatatan 

dokumen 

administrative 

kependudukan 

Permintaan 

Data  

Data 

Sekretariat 

3. 24 

Agustus 

2023 

050/669/I

/bappedal

itbang 

Setda   Permintaan Data 

Inovasi  

Permintaan 

Data  

Data 

Sekretariat 

4. 31 

Agustus 

2023 

942/138/I

.1/Adm/2

3 

 

 

 

Setda   Permintaan Data 

Tepra 

Permintaan 

Data  

Data 

Sekretariat 
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September 

1. 

 

 

 

 

25 

Septemb

er 2023 

942/208/I

.1/ad… 

BKD   Permintaan Data 

Tepra 

Permintaan 

Data  

Data 

Sekretariat 

Oktober 

1. 02 

Oktober 

2023 

S-

1055/bpp

hlhk.4/sw

.I/gkm.0/

10/23 

BPPHLH

K 

  Permintaan Data  Permintaan 

Data  

Data Geologi 

2. 5 

Oktober 

2023 

600/1331

/pupr 

DPUPR   Permohonan Data  Permohona

n Data  

Data Geologi 

3. 5 

Oktober 

2023 

005/2408

IIIbapend

a/ 

Setda   Permohonan Data  Permohona

n Data  

Data Tambang 

4. 09 

Oktober 

2023 

600.4/73

2/dlhk/23 

Setda   Permohonan Data  Permohona

n Data  

Data Geologi 

5. … 

Oktober 

2023 

BAPPLI

TBANG 

  Permintaan 

Matrik Realisasi 

rad sdgs 

Permintaan 

Data  

Data 

Sekretariat 

6. 16 

Oktober 

2023 

005/2527

/III/bape

nda/23 

Setda   Permintaan Data Permintaan 

Data  

Data 

Sekretariat 

7. 24 

Oktober 

2023 

Bareskri

m Polri 

  Permintaan 

Keterangan dan 

Dokumen 

Permintaan 

Data  

Data Tambang 

8. 26 

Oktober 

2023 

942/230/I

.1/adbara

Bapplitba

ng 

  Permintaan Data 

Tepra 

Permintaan 

Data  

Data 

Sekretariat 
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/23 

November  

1. 13 

Novembe

r 2023 

050/522/

b.IIdpmp

tsp/23 

Setda   Permintaan 

Informasi/data 

perusahaan yang 

telah 

menanamkan 

modalnya di 

kalteng 

Permintaan 

Data  

Data 

Tambang 

2. 22 

Novemve

r 2023 

Inspektor

at  

  Permintaan 

Data/Dokumen 

Reviu RKA ta 

2024 

Permintaan 

Data  

Data 

Sekretariat 

3. 30 

Novembe

r 2023 

B-

7160/mb.

07/dbt-

pl/23 

Ditjen 

Minerba 

  Permintaan Data 

Pertambangan….. 

Permintaan 

Data  

Data 

Tambang 

4. 30 

Novembe

r 2023 

331.1/70

5/bid.I/P

olpp/23 

Setda   Permintaan Data 

Pejabat PPNS 

Permintaan 

Data  

Data 

Sekretariat 

5. 30 

Novembe

r 2023 

050/1096

/bid.V/ba

ppedalitb

ang 

Setda   Permintaan Data 

Percepatan 

Penghapusan 

Kemiskinan  

Permintaan 

Data  

Data 

Sekretariat 

Desember 
1. 21 

Desembe

r 2023 

300/1203

.bid.4/Ke

sbangpol/

VII/23 

Setda   Permintaan Nama 

Program Naskah 

PAD-PKS tingkat 

Prov.Kalteng Thn 

2024 

Permintaan 

Data 

Data 

Sekretariat 

2. 22 

Desembe

r 2023 

941/281/I

.1/adbang

/23 

Setda   Permintaan Data 

Tepra 

Permintaan 

Data 

Data 

Sekretariat 

3. 22 

Desembe

r 2023 

Setda   Permintaan Data 

ASN Penyandang 

Disabilitas 

Permintaan 

Data 

Data 

Sekretariat 
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800/711/I

.1/bkd 

 

 

D. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DITOLAK BESERTA 

ALASANNYA 

 
No Tanggal Nama 

Pemohon 

Alamat/ 

No 

Lengkap 

Pekerjaan Informasi yang di 

minta 

Tujuan 

Permohon an 

Alasan 

ditolak 

1. 0 0 0 0 0 0 Dikecualikan 
2. 0 0 0 0 0 0 Belum 

dikuasai 

3. 0 0 0 0 0 0 Tidak dalam 

Penguasaan 

4. 0 0 0 0 0 0 Otoritas 

Instansi lain 
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BAB V 

 

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK 
 

A. JUMLAH KEBERATAN YANG DITERIMA 

 

  Data permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diterima dari Komisi 

Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun 2023 : 

Jumlah keberatan yang diterima oleh PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber 

Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah atas tidak dikabulkannya atau tidak 

terpenuhinya informasi tidak ada. 

 

B. TANGGAPAN ATAS KEBERATAN YANG DIBERIKAN  DAN 

 PELAKSANAANNYA 

 

  Tanggapan terhadap keberatan telah dijawab sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan tidak ada. 

 

C. JUMLAH PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI 

 

 

D. HASIL MEDIASI DAN/ATAU KEPUTUSAN AJUDIKASI KOMISI INFORMASI 

 

  Informasi dari jumlah keberatan masuk, diselesaikan melalui mediasi yang 

dimediator oleh Komisi Informasi Kalimantan Tengah. Permohonan keberatan dimaksud 

menemukan kata sepakat antara pemohon, termohon dan pihak mediator sehingga tidak 

perlu dilanjutkan ke sidang ajudikasi di Majelis Komisioner (MK) KI tidak ada. 

 

E. KESAKSIAN UNTUK MEMENUHI PROSES HUKUM 

 PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi 

Kalimantan Tengah selama tahun 2023 belum pernah diminta memberikan kesaksian 

untuk penyelesaian sengketa informasi di pengadilan. 

 

 

 

 



 

Laporan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi 
 

33 
 

 

BAB VI 

 

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL  DALAM PELAKSANAAN 

LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK 
 

 Kendala pelaksanaan layanan informasi publik PPID Pelaksana pada Dinas Energi 

dan Sumber daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2023 adalah sebagai 

berikut : 

 1.  Kurangnya sarana dan prasarana untuk mengakses informasi melalui jaringan 

 internet. 

 2. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 

 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

 3. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk mengakses informasi yang telah 

 disediakan. 
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BAB VII 

 

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK 

MENINGKATKAN KUALITAS  PELAYANAN  

INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 

 

  Informasi pelayanan publik melalui PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Selama Tahun 2023 telah 

dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan 

Tengah Nomor: 800/064/Bit.I/Diskominfo Tanggal 16 Januari 2023 Tentang 

Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dan Surat Keputusan Kepala 

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 450/33/SET 

Tanggal 24 November 2014 Perihal Standar Pelayanan  Publik (SPP) dan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik pada Dinas Pertambangan dan 

Energi Provinsi Kalimantan Tengah. 

  Dalam pelaksanaan layanan informasi publik PPID Pelaksana pada Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang berlangsung 

selama tahun 2023 terdapat beberapa kendala sebagai berikut : 

a.  Kurangnya computer, jaringan  untuk mengakses informasi melalui jarimgan 

internet. 

b. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik serta kurangnya kepedulian masyarakat 

untuk mengakses informasi yang telah disediakan. 

c.  Kurangnya fasilitas untuk pelayanan. 

Sehubungan dengan berbagai kendala yang telah disebutkan di atas maka disarankan sebagai 

rekomendasi dan rencana tindak lanjut dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik PPID 

Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai 

berikut : 

1. Perlunya penambahan fasilitas jaringan untuk mengakses informasi melalui jaringan 

internet. 
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2. Penyediaan aplikasi layanan informasi publik untuk transaksi permintaan informasi, 

penanganan pengaduan/keberatan, recording hasil transaksi, serta laporan. 

3. Peningkatan tata kelola penyimpanan/pengarsipan dokumen dan penyebarluasan 

informasi publik, termasuk penyediaan akses infromasi secara digital. 
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BAB VIII 

KESIMPULAN & SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

  Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Bahwa informasi pelayanan publik melalui PPID Pelaksana pada Dinas Energi 

dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Selama Tahun 2023 

telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah 

Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 800/064/Bid.I/Diskominfo tentang 

Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana 

Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dan Surat 

Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah 

Nomor 450/33/SET Tanggal 24 November 2014 Perihal Standar Pelayanan  

Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik 

pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah. 

2. Keterbukaan informasi publik memberikan keuntungan baik bagi masyarakat 

maupun badan publik. Keterbukaan atau transparansi memberikan peluang bagi 

masyarakat untuk meningkatkan peran serta mereka dalam penyelenggaraan 

negara, sedangkan bagi badan publik memberikan peluang untuk meningkatkan 

pengelolaan dan pelayanan infromasi sebagai good governance. 

3. Bahwa dalam pelaksanaan layanan informasi publik PPID Pelaksana pada Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang berlangsung 

selama tahun 2023 terdapat beberapa kendala sebagai berikut : 

a. Kurangnya sarana dan prasarana  untuk mengakses informasi melalui jarimgan 

internet. 

b. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Infromasi Publik serta kurangnya kepedulian 

masyarakat untuk mengakses informasi yang telah disediakan. 
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B. SARAN 

   Sehubungan dengan berbagai kendala yang telah disebutkan di atas maka 

disampaikan saran sebagai rekomendasi dan rencana tindak lanjut dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut : 

 1. Perlunya penambahan fasilitas untuk mengakses informasi melalui jaringan 

 internet. 

 2. Penyediaan aplikasi layanan informasi public untuk transaksi permintaan 

 infromasi, penanganan pengaduan/keberatan, recording hasil transaksi, serta 

 laporan. 

 3. Peningkatan tata kelola penyimpanan/pengarsipan dokumen dan penyebarluasan 

 informasi publik, termasuk penyediaan akses infromasi secara digital. 

 


















































































































































































